
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR l!. TAHUN 2023 

TENTANG 

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 

1 ~enimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT _TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

· Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu 
dirumuskan suatu perencanaan pembinaan dan pengawasan yang 
efektif sesuai program strategis daerah; 

b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan serta kepastian 
hukum_ bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dalam 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ata s· penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan 
suatu peraturan dalam penyelenggaraannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

1. Unda ng-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Ka bupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik _Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434 7); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor · 
244, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, T~bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahanf 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang 
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 

Pasal 1 
Dalarn. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn. 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang 
mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan 
pengawasan. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi Pegawai N egeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
Pemerintah Daerah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat olehpejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 
tinggipada Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Ja~a~an Ad~inistrasi adalah sekelompok jabatan yang 
ben~1 fungs1 dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
pubhk serta adrninistrasi pemerintahan dan 
pembangunan pada Pemerintah Daerah. 
Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang 
mendudukiJabatan Administrasi. 

Ja~a~an Fu~gsional adalah sekelompok jabatan yang 
bens1 fungs1 dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu pada Pemerintah Daerah. f 



l 

15. J abatan Fungsional yang melaksanakan fungsi 
pengawasan adalah Jabatan Fungsional Auditor dan 
J abatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan U rusan 
Pemerintahan di Daerah. 

16. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang 
menduduki jabatan fungsional. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 2 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi: 
a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan 
risiko; 

b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; dan 

c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a serta sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 
2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 3 

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam: 
a. pembinaan dan pengawasan umum; 
b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan 
c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat 

daerah. 
(2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam 
penyusunan program kerja pengawasan Tahun ?,023. 

(2) Program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup pemerintahan 
daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

(3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian 
kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor 
dan/ atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah. 

Pasal 5 

Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ( 



Pasal 6 

Pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2023. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal, k Ar-t"'t, 2023 

p; SEKRETARIS DAERAH 
'\ KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

/ 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal, 2023 

ff H. LANOSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 
NOMOR /3 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 13 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN 
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP 
PERANGKAT DAERAH 
Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan 
oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus: 
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan 

Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum 
dalam rencana pcmbangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana 
pemerintah dacrah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki 
risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti 
urusan pariwisata dan urusan pangan. 
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk: 
a. pcmeriksaan ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan 

b . pemeriksaan kinerja. 
2. Akunta bilitas pcngelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 
a . Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah 

No 

1. 

2. 

3. 

Fokus 
Rancangan akhir rencana 
kerja pemerintah daerah 

Rancangan akhir rencana 
kerja perangkat daerah 

Rancangan kebijakan 
umum anggaran dan 
prioritas plafon anggaran 
sementara 

Sasaran 

a. Pengujian atas kesesuaian rancang 
akhir rencana kerja pemerintah daer 
dengan peraturan daerah tentan 
rencana pembangunan jangka meneng 
daerah; 

b. pengujian atas penyusunan substans· 
antar bab pada rancangan akhi 
rencana kerja pemerintah daerah; dan 

c. pengujian atas kesesuaian indikato 
dan target kinerja dengan program 
kegiatan dan sub kegiatan dala 
rancangan akhir rencana kerj 
pemerintah daerah. 

a. pengujian atas kesesuaian rancang 
akhir rencana kerja perangkat daer 
dengan rencana kerja pemerin 
daerah; 

b. pengujian atas penyusunan substans · 
antar bab pada rancangan akhi 
rencana kerja perangkat daerah; dan 

c. pengujian atas kesesuaian indikato 
d~ target kiner j a dengan program, 
kegiatan dan sub kegiatan dal 
rancangan akhir rencana kerja perangka 
daerah. 

a. Pengujian konsistensi/ keselaras 
rancangan kebijakan umum anggaran d 
prioritas plafon anggaran sementara deng 
peraturan kepala daerah tentang rencan 
kerja perangkat daerah; dan 

r 



4. Rencana kerja anggaran 
satuan kerja perangkat 
daerah 

b. pengujian kaidah penganggaran dal 
kebijakan umum anggaran dan priorita 
plafon anggaran sementara, meliputi: 
1) pendapatan daerah; 
2) belanja daerah; dan 
3 embia aan daerah. 

a. Pengujian konsistensi/ keselarasa 
rencana kerja anggaran satuan kerj 
perangkat daerah dengan kebijaka 
umum anggaran dan prioritas plafo 
anggaran sementara dan peratur 
kepala daerah tentang rencana kerj 
perangkat daerah; 

b. pengujian kaidah penganggaran dal 
rencana kerja anggaran satuan kerj 
perangkat daerah, meliputi: 
a) pendapatan daerah; 
b) belanja daerah; dan 
c) pembiayaan daerah. 
dengan indikator dan target kinerja yan 
telah ditetapkan dalam peraturan kepal 
daerah tentang rencana kerja perangka 
daerah. 

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

No Fokus 

1. Akuntabilitas pengelolaan 
pendapatan daerah 

2 . Akuntabilitas pengelolaan 
belanja daerah 

3 . 

4. 

Pengelolaan Pembiayaan 
daerah 

Pengelolaan manajemen, 
kas dan persediaan 

Sasaran 

a. akuntabilitas pelaksanaan pemunguta 
mulai dari penghimpunan data obje 
dan subjek pajak atau retribusi, 
penentuan besarnya pajak atau retribus· 
yang terutang sampai kegiat 
pcnagihan pajak atau retribusi kepad 
wajib pajak atau wajib retribusi sert 
pengawasan penyetorannya; 

b. kepatuhan pemerintah daerah untu 
mengalokasikan pendapatan pajak da 
retribusi daerah untuk belanja daerah; 

c. kesesuaian pembayaran insen 
pemungut pajak dengan ketentu 
Perundang-Undangan;dan 

d. ena ihan iutan daerah. 
a. akuntabilitas pelaksanaan pengelol 

belanja sesuai dengan urusan yan 
telah menjadi kewenangannya dan/ata 
telah memiliki dasar hukum yan 
melandasinya; 

b. akuntabilitas belanja yang memili · 
potensi risiko korupsi, yaitu: 
1} hi bah dan bantuan sosial; 
2) pengadaan barang danjasa; dan 
3 e ·a1anan dinas. 

Pelaksanaan pengclolaan penyertaan mod 
daerah telah sesuai dengan Peratur 
Perundan -Undan an. 
a. sistem pengendalian intern yang hand 

dalam rangka realisasi anggar 
pcndapatan dan belanja daerah; 

b. pengelolaan deposito; 



c. pengelolaan persediaan; dan 
d. administrasi pencatatan kas d ' 

bendahara bantuan operasiona: 
sekolah. 

5. Pengelolaan barang milik a. perencanaan kebutuhan dan 
daerah penganggaran; 

b. penggunaan; 
c. pemanfaatan; 
d. pengamanan pemeliharaan; dan 
e. pemindahtanganan. 

c. Reviu Laporan Keuangan 

No Fokus Sasaran 

1. Laporan Keuangan memberikan keyakinan secara terbatas 
atas laporan keuangan bahwa tidak ada 
modifikasi material yang harus dilakukan 
atas laporan keuangan disajikan 
berdasarak:an sistem pengendalian intern 
yang memadai dan sesuai dengan standai 
akuntansi pemerintahan, khususnya 
terhadap pengelolaan kas daerah, 
persediaan, dan pencatatan piutang. 

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya 

No Fokus Sasaran 

1. Probity audit Pengadaan barang dan jasa yang memiliki 
nilai signifikan dan strategis. 

2. Laporan kinerja (reviu) Memberikan keyakinan secara terbata~ 
atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja 
telah menyajikan informasi kinerja yan~ 
andal, ak:urat dan berk:ualitas. 

3. Laporan penyelenggaraan Memberikan keyakinan mengenai akurasi, 
pemerintahan daerah keandalan, dan keabsahan informasi 
{reviu) kinerja dalam laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

4. Perhitungan kerugian Kasus kerugian negara yang dilimpahkan 
keuangan daerah oleh aparat penegak hukum untuk 
(pemeriksaan dengan dilakukan perhitungan kerugian keuangan 
tujuan tertentu) negara/ daerah. 

5. Perencanaan dan Meyakinkan perencanaan dan 
penganggaran yang penganggaran daerah telah 
berbasis gender (responsive memperhatikan gender. 
gender) (evaluasi) 

6. Pengelolaan keuangan desa a . efcktivitas pengelolaan keuangan dese 
(pemeriksaan) daerah kabupaten/kota; 

b. pengelolaan keuangan dan aset desa; 
c. pengelolaan keuangan badan usahe 

milik desa; 
d . konsistensi rancangan anggaran 

p e ndapatan dan belanja desa dengan 
rencana kerja pemerintah desa; 

e. kualitas belanja desa; 
f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan 
g. pemantauan atas penyaluran dana 

transfer ke desa dan capaian keluaran 
desa. 



5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 

Asistensi pembangunan 
reformasi birokrasi 

Capaian aksi pencegahan 
korupsiyang 
dikoordinasikan oleh 
strategi nasional 
pencegahan korupsi 

Capaian aksi koordinasi dan 
supervisi pencegahan 
korupsi terintegrasi yang 
dikoordinasikan komisi 
pemberantasan korupsi. 

Operasionalisasi sapu 
bersih pungutan liar 

Pemeriksaan investigatif 

Tindak lanjut perjanjian 
Kerja sama aparat 
pengawas intern 
pemerintah dan aparat 
penegak hukum dalam 
p enangananlaporan/ 
pengaduan masyarakat 
an berindikasi koru si 

Monitoring dan evaluasi 
tindak lanjut hasil 
pemeriksaan badan 
pemeriksakeuanganserta 
tindak lanjut basil 
pemeriksaan aparat 
pengawas intern 
pemerintah 

. . . . 

Pendampingan kepada perangkat daera 
dalam membangun sub area penguat 
pengawasan, meliputi: 
a. sistem pengendalian intern pemerintah; 
b . Pengelolaan whistle blowing system (WBS); 
c. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern; 
d . Penilaian internal zona integritas; 
e. penanganan benturan kepentingan; dan 
f. penanganan laporan pengaduan. 

Keterapatan waktu dan kehandal 
laporan atas pelaksanaan aksi pencegah 
korupsi yang dikoordinasikan oleh ti 
nasional pencegahan korupsi, meliputi: 
a. percepatan implementasi kebija 

satu peta; 
b . integrasi perencanaan 

penganggaran berbasis elektronik; dan 
c. implementasi elektronik payment d 

elektronik catalo . 
Keterapatan waktu dan kehandal 
laporan atas pelaksanaan aksi pencegah 
dan penindakan korupsi terintegrasi yan 
dikoordinasikan oleh komis · 
pemberantasan korupsi, meliputi: 
a. perencanaan dan penganggar 

anggaran pendapatan dan belanj 
daerah; 

b. pengadaan barang dan jasa; 
c. pelayanan terpadu satu pintu; 
d. aparat pengawas intern pemerintah; 
e. manajemen aparatur sipil negara; 
f. optimalisasi pajak daerah; dan 
g. manajemen aset daerah; dan 

kelola desa. 
Meyakinkan pelayanan publik di masing 
masing pemerintah daerah telah bersih d 
un tan liar. 

Penanganan pengaduan yang terkait: 
a. penyalahgunaan wewenang; 
b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; 
c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; 

dan 
d. pelanggaran disiplin pegawai. 

a . penanganan pengaduan masyaraka 
yang berindikasi korupsi tclah mengac 
pada perjanjian kerja sama antar 
aparat pengawas internal pemerin 
dengan aparat penegak hukum; dan 

b . perhitungan kerugian keuang 
negara/ daerah. 

Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut 
penyelesaiannya. 

( 



7. Pendampingan penerapan a. pengumpulan data; 
Standar Pelayanan Minimal b. penghitungan kebutuhan pemenuhan 

pelayanan dasar; 
c. penyusunan rencana pemenuhan 

pelayanan dasar; dan 
d. pelaksanaan pemenuhan pelayana11 

dasar. 

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas. 

No Fokus 

1. Monitoring pelaporan 
LHKPN dan LHKASN 

2. Pengendalian gratifikasi 

Sasaran 

Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib 
lapor LHKPN dan LHKASN dalarn 
menyampaikan laporan kekavaan. 
Optimalisasi tugas dan fungsi unit 
pengendalian gratifikasi, berdasarkan 
kebijakan komisi pernberantasan korupsi 
meliputi: 
a. Penanganan laporan penerimaan/ 

penolakan gratifikasi dari pegawai negeri 
dan / atau penyelenggara negara; 

b. implementasi program pengendalian 
gratifikasi, meliputi: 
1) Pre-implementasi: 

a) perolehan komitmen pimpinan 
instansi; 

b) penyusunan ketentuan/kebijakan 
pengendalian gratifikasi; 

c) pembentukan unit pengendalian 
gratifikasi; dan 

d) pendaftaran akun gratifikasi online 
unit pengelola gratifikasi instansi. 

2) Implementasi: 
a) penyusunan rencana kerja 

implementasi program pengendalian 
gratifikasi; 

b) diseminasi ketentuan/ kebijakan 
pengendalian gratifikasi; 

c) identifikasi dan analisis risikc 
penerimaan gratifikasi; dan 

d) respon/ penanganan risikc 
penerimaan gratifikasi. 

3) Pasca lmplementasi: 
a) monitoring dan evaluasi 

irnplementasi program 
pengendalian gratifikasi; dan 

b) tindak lanjut hasil monitorin! 
clan evaluasi irnplementasi 
program pengendalian gratifikasi. 

3. Pelaksanaan survei a. meyakinkan dukungan pemerintah 

4 

penilaian integritas daerah dalam pelaksanaan survei 
penilaian integritas; dan 

Penilaian mandiri 
pelaksanaan reforrnasi 
birokrasi 

b. pendampingan tindak lanjut hasil survei 
penilaian integritas kepada perangka1 
daerah. 

Meyakinkan data yang tertuang dalam 
dokumen mandiri pelaksanaan reformasi 
birokrasi akurat dan relevan dengan 
pelaksanaan refonnasi birokrasi. 

( 



4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

No Fokus 

1. Kapabilitas aparat 
pengawas intern 
pemerintah level 3 

2. Maturitas sistem 
pengendalian internal 
pemerintah 

3 . Penerapan manajemen 
risiko 

4. Pendidikan profesional 
berkelanjutan minimal 120 
(seratus dua puluh) jam 
per tahun 

Sasaran 

Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) 
elemen yaitu: 
a. peran dan layanan aparat pengawa:: 

intern pemerintah; 
b. pengelolaan sumber daya manusia; 
c. praktik profesional; 
d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; 
e. budaya dan hubungan organisasi; dan 
f. struktur tata kelola. 

Quality Asurance kehandalan pelaksanaan 
sistem pengendalian internal pemerintah 
di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: 
a. lingkungan pengendalian; 
b. penilaian risiko; 
c. kegiatan pengendalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. pemantauan pengendalian intern. 

Asistensi penerapan manajemen risiko 
indeks, yaitu : 
a. Infrastruktur 

1) kepemimpinan; 
2) strategi dan kebijakan manajemen; 
3) sumber daya manusia; 
4) kemitraan; dan 
5) proses manajemen risiko. 

b. Hasil 
1) aktivitas penanganan risiko; dan 
2) outcomes. 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ 
bimbingan teknis dengan tema: 

a. audit kinerja; 
b. perencanaan dan pengawasan berbasis 

risiko; 
c. penerapan manajemen risiko; 
d. pemeriksaan pengelolaan keuangan 

desa; 
e. teknik reviu dokumen perencanaan 

pembangunan dan rencana keuangan 
daerah; 

f. audit investigasi; 
g. pemeriksaan penerapan standat 

pelayanan minimal; 
h. pemeriksaan dana alokasi khusus; 
1. sertifikasi certi ed of government chie 

audit executive; dan 
J. pendidikan sertifikasi di bidan~ 

pengawasan lainnya. 

BUPATI OGA 
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